WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI

' Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinergikan dan mengmtegrasﬂ{an
penataan ruang Kota Tanjungbalai dipandang perlu dilak ukan
optimalisasi koordinasi antar instansi terkait dalam
penyelenggaraan penataan ruang; o

b. bahwa  sehubungan  telah  diterbitkannya  Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
mengakibatkan terjadinya perubahan Susunan Orgamsasi
Tata Kerja (SOTK) pada Pemerintah Kota Tanjungb alal,
khususnya pada bidang penataan ruang daerah;

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan
Ruang Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
116 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Penataan
Ruang Daerah, perlu menetapkan Tim Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (TKPRD) Kota Tanjungbalai;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota. '

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 Itentang
‘ Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LN. RI Tahun

1956 Nomor 60, TLN. RI Nomor 1092);

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (LN. RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN. RI Nomori4286);
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10.

11.
‘Pengelolaan Keuangan Daerah (LN. RI Tahun 2005 Nomor

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (LN. RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN. RI
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (LN. RI Tahun 2004 -
Nomor 104, TLN. RI Nomor 4421); .

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (LN. RI Tahun 2007 Nomer 68, TLN. RI Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (LN. RI Tahun 2011 Nomor
82, TLN.RI Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN. RI
Tahun 1987 Nomor 41, TLN. RI Nomor 3361);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara
Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (LN. RI Tahun
1996 Nomor 104, TLN. RI Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah (LN Rl Tahun 2016 Nomor 414, TLN. RI
Nomor 5887); "

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang'

140, TLN. RI Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang | iRencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (LN. RI Tahun 1997 Nomor 96,
TLN. RI Nomor 3721);

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman
Koordinasi Penataan Ruang Nasional,;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; :

Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai
Tahun 2013 - 2033;

Peraturan Daerah Kota TanJungbalal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.




N O AN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM

KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA
TANJUNGBALAL
BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

11.

12,

13.

14.

- 15.

Pemerintah Dacrah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Kota adalah Kota Tanjungbalai;

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara;

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Utara;

Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak
langkah melalui - kegiatan yang meliputi penentuan pembag1an pekerjaan,
hubungan kerja dan penyaluran tanggungjawab masing-masing unsur yang
terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghmdan adanya
kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih;

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara
sebagai tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan keg1atan
guna memelihara kelangsungan hidupnya;

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;

. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budidaya,

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bag1
Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang;

Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja
penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat;
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: 16.. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang

"'imelalul ‘pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan: ruang* dan

pengendahan pemanfaatan ruang;

17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan,

ru an g dapat diwujudkan sesuai- dengan ketentuan peraturan perundang-v

un d: iangan; o | '

; 18: Perieneanaan - Tata Ruang adalah suatu proses. .untuk menentukan 's
ruang dan pola ruang yang mehputl penyusunan dan penetapan rencana T‘
Ruang;

‘19 Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang. dan pola

. ™ an g sesuai.dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan- pe]aks anaan

program serta pemb1ayaannya, o

20 Pengendahan ‘pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan termb Tata

1

Ruang,

21 Tim: Koord1nas1 Penataan Ruang Daerah Provinsi, yang selanjutnyat d1fs‘ebut
. TKPRD: : Provinsi adalah Tim yang - bersifat ad-hoc yang d1bentu1glr
mendukung pelaksa_naan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 i

’cugas Gubernur dalam Koordmas1 penataan ruang d1 Provms1 [

22 Tim. Koordmas1 Penataan Ruang Daerah Kota yang selanjutnya dlsebut TKPRD:
-Kota adalah- TKPRD Kota Tanjungbalai, yaitu Tim yang. bers:fat untuk
membantu pelaksanaan tugas koordinasi ruang diKota Tanjungbalai; [

d;q gan Hldup Strategls _yang. selan Jutnya d1s1ngkat KLHS adalah

mneanafd an/atau program

BAB 11

KOORDINASI PENATAAN RUANG KOTA

' Pasal 2 » | o

L Walikota melakukan koordinasi penataan ruang di Kota.

Pasal 3

‘(1) Dalam melaksanakan tugas koordinasi penataan ruang kota sebagaumana
dimaksud dalam: Pasal 2 dibentuk TKPRD Kota Tanjungbalai.

(2). Pembentukan TKPRD Kota Tanjungbalai sebagannana dimaksud pada ayat (1)
' dltetapkan oleh Walikota. . : :




BAB I

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN ‘TUGAS

Pasal 4

"-anjungbalm sebagalmana dlmaksud’ dalam pasal 3
ggotaan' terdJn dari:

ng awab 1., Walikota: Tan)ungbalal,

C 91 Wak11 Walikota: Tanjungbalar

:" Sekre tarls D aera h Kota Tan ]ungbalal,

Tanjungbaleu ,
3 "",Kepa la: Dmas “Pek1
. Kota. Tan_]ungl bala;i,

A s1sten -t

?@tﬁﬁi |

-----

| ?Taqungbale u,‘ o
4. Kemla ‘Din as - Perumahan Rakyat
- Pernukimara Kot.a ’I‘anjungbalal, '
S. Sekretaris DPRD Kota Tan]ungbalal,

6. »'-Kepala Dinas Kebersihan dan Lin;
Kota’ Tan)ungbalar '

Kepala Satuan Pohs1 Pamong;-‘ _Bra ]
Tanjungbalai; : o
9 . Kepala Badan Pertanahan  Nasiona
Tanjungbalai; 3

,‘Pasal 5

” sanakan koord1nas1 penata.an'? -ruang, TKPRD Kota"':.t




7.

8.

mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan rencana
Tata Ruang Kota Tanjungbalai dengan rencana Tata Ruang wilayah
nasional, rencana Tata Ruang wilayah provinsi, rencana Tata Ruang
kawasan strategis provinsi, dan rencana Tata Ruang wilayah
kabupaten/kota yang berbatasan; : '
mensinergikan penyusunan rencana Tata Ruang Kota Tanjungbalai
dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;

mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah
tentang rencana Tata Ruang Kota Tanjungbalai kepada TKPRD dan
TKPRN;

mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana Tata Ruang Kota
Tanjungbalai ke TKPRD Provinsi;

mengkoordinasikan proses penetapan rencana Tata Ruang Kota
Tanjungbalai; dan '
mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

Pemanfaatan ruang meliputi :

1.

mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalarh
pemanfaatan ruang di Kota Tanjungbalai dan memberikan
pengarahan serta saran pemecahannya; '
memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam
pemanfaatan ruang Kota Tanjungbalai;

memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait
rencana Tata Ruang Kota Tanjungbalai;

menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran .

pemerintah, swasta dan masyarakat;

melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar
kabupaten/kota; dan

mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :

mengkoordinasikan  penetapan peraturan zonasi sistem Kota
Tanjungbalai; ‘

memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kota
Tanjungbalai;

melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam
pelaksanaan pemanfaatan ruang Kota Tanjungbalai dengan provinsi dan
dengan kabupaten/kota terkait;

melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan penataan ruang; :
melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana Tata
Ruang; dan |

mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan
ruang.




. I (2) TKPRD Kota menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu)-kali ‘jf 3:
o (tiga ‘bulan. untuk- menghasﬂkan rekomenda31 alternatlf kebljakan p; v_‘:_ﬁ_':( faar,
' 1 ruang; ~ SR
e ( 3) “TKPRD Kota dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud’ pada ayat (1)
L dan ayat (2). menyampaikan laporan. pelaksanaan tugas TKPRD © Kota ‘dan.
‘ o rekomendas1 secara berkala kepada Walikota. - ‘

Pasal 6

R Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) TKPRD
- ‘ kota, dalnat p x
o I a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;

b '.mern "ntuk tim teknis untuk. menangam penyelesalan masalah-masal'ah yang

Pasal7

: ; o _ Pasal8 : : |
l
: : Sekretaris Dinas Peker_]aan Umum dan Penataan Ruang Kota -
& Tanjungbalal o
T - b A ggota : 1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuikiman K
i Tanjungbalai; : | .
oo P ) 2. Dinas Kebersihan dan - Lingkungan _ }Hidup .;‘Efoo_ta
S P . Tanjungbalai; k '
BT 3. Dinas-Penanaman Modal dan: Pelayanan Perizinan ﬂ‘e
' Satu Pintu Kota-Tanjungbalai; el 3
4, ,Ba«dan Pertanahan Nasional Kota Tan Jungba1a1, ;
-5.DmasPangandanPertamanKotaTan3ungbaLa;,i. |
& 6. Dinas Perindustrian dan Perda gangan Kota'Tanju laj;
t g 7. Bagian Hukum dan HAM Setdako Tanjungbalai;. . L
S e 8. Kabid Sumber: Daya Air . pada :Dinas Pekexjaan Urrllum d.an.
L : Penataan Ruang Kota Tan_lungbalal. S
I - : i ;

du



&

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

(3)

a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kota
Tanjungbalai; : -

b. menyusun Jadwal dan agenda kerja TKPRD Kota;
c. melakukan Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD Kota;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam TKPRD
Kota;

e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas
TKPRD Kota;

f. menyiapkan dan mengembangkan informasi Tata Ruang Kota;
g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kota; dan

h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya
pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang di kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
TKPRD Kota bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD Kota.

{4) Anggota Sekretariat éebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sélanjutnya'

diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris TKPRD Kota.

Pasal 9

Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7
huruf b mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :

a. Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang; dan
b. Kelompok keria pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan'ruang.

(1).

2

Pasal 10

Kelompok kerja perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
huruf a mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :

a.Ketua : Kabid Tata Ruang dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;

b. Sekretaris - : Kasi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum
_ ' dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;

c. Anggota : 1. 'Analisis Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Tanjungbalai;

2. Analisis Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;

Kelompok kerja perencahaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas :

a. memberikan masukan kepada TKPRD Kota Tanjungbalai dalam rangka
pelaksanaan keb1_1akan penataan ruang Kota Tanjungbalai;
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penyusunan

'~ rencana Tata Ruang_

P e n ata a n Ruang Kota TanJungbalau » ]
- Kasi Perencanaan dan Pengend.ahan Dinas Pekexjaan
dan Penataan Ruang Kota Tan ]ungbalau

- 1. Pengelola Bangunan. Gedung: Dlnasf Pekezjaan Umu :
Penataan Ruang KotaTanjungbalai;

2.Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Dlnas P"
Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;

3.Pemelihara Bangunan Dinas Pekerjaan Umum,fd ah
PeantR uan gi¥o ta Ta njv ingb alai; o

4. Pénaelin. B an gunan D inas: P eiaijmum dan
Penataan Ruang Kota Tan Jungbalau «

}
-
i
K .
i

‘ r«"okv ke:ja pemanfaatan dan . pengendahan pemanfaatan"- 'ruangi:»"_
a ‘m'aksud pada ayat (1), mempunyal tugas : &




d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan
daerah tentang rencana Tata Ruang;

e. melakukan fasilitasi-pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang; .
.melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
g me ngmventanmm dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan
”ﬂ_pengendahan pemanfaatan ruang serta memberikan - alternatif
'pemecahannya untuk dibahas dalam sidang plcno TKPRD Kota. '

™H

3) Kelompok KerJa Pemanfaatan dan Pengendahan Pemanfaatan ruang, dalam

-melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung Jawab

? kepada Ketua TKPRD Kota.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 12

‘Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kota Tanjungbalai
kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri RI disampaikan pallng

sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.

BABV

PENDANAAN

Pasal 13

{:';Pendanaan Pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah Kota Tan;ungbalau
/dibebankanpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai dan
;sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14

Icng.an ditetapkannya Peraturan Walikota ini, - maka Peraturan »Wahkota
TanJungbalal Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014 ten ang: ‘Tim:
iKoordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Tanjungbalai dna ut ' :dan
dinyatakan tidak berlaku. TR




Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

D1tetapkan di TanJungbalau
H ouni- 2018

Diundangkan di Tanjungbalai

@ pada tanggal &%0 Junl — 2018

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 NOMOR V?ﬁ

No Jabatan Pargf Tyl

1 | Sekdako ~ ,{S 2%/86 /14
2 | Asisten I/l ¥/ |%/e/m
3 | Kadis PUPR | ?’ %/ /201
4 | Kabag Hukum 08/s/2018
5 | Sekretaris D. PUPR A P01
6 | Kabid Y- 1%8/4 /20
" 7 | Kasi / Kasubbag AW” o€/, S/M;al




